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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah kepatuhan pajak dari sudut pandang lima 
agama besar di Indonesia yaitu, Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan. Data dikumpulkan 
dengan bersumber pada berbagai literatur tertulis seperti buku, karya ilmiah, ensiklopedia internet, 
dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa teori yang berkaitan dengan 
religiusitas dan kepatuhan pajak serta mengelompokkan temuan penelitian-penelitian terdahulu 
berdasarkan pengaruh positif dan negatifnya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan sudut 
pandang masing-masing agama mengenai kepatuhan pajak.  

 
Kata Kunci: Religiusitas, Kepatuhan Pajak, Agama 

 
Abstract 

This study aims to reveal the problem of tax compliance from the perspective of five major religions in 
Indonesia, namely, Islam, Hinduism, Buddhism, Catholicism, and Protestantism. Data was collected 
based on various written literature such as books, scientific papers, internet encyclopaedias, and other 
sources. The results of the study show several theories related to religion and tax compliance and 
classify the findings of previous studies based on their positive and negative influences. In addition, 
the results of the study also show the perspectives of each religion regarding tax compliance.  
 
Keywords: Religiosity, Tax Compliance, Religion 

 
PENDAHULUAN 

Kepatuhan wajib pajak sudah 
menjadi suatu permasalahan penting 
sejak pajak pertama kali diterapkan. Sejak 
dahulu, berbagai negara di dunia telah 
mengamati pola perilaku ketidakpatuhan 
pajak dan berusaha menemukan berbagai 
cara untuk meminimalisirnya (Andreoni et 
al., 1998). Istilah kepatuhan pajak 
mengandung definisi yang beragam. 
Secara umum, kepatuhan pajak dijelaskan 
sebagai suatu mekanisme untuk 
menghitung dan membayar pajak terutang 
sesuai dengan penghasilan yang 
diperoleh wajib pajak, menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan 
tepat waktu, serta membayar tunggakan 
pajak sebelum jatuh tempo (Ikhsan et al., 
2023). Tingkat kepatuhan pajak suatu 
negara dapat tercermin dari jumlah rasio 
pajak yakni perbandingan atau persentase 
pendapatan pajak aktual terhadap Produk 

Domestik Bruto (Inasius et al., 2020). 
Kebutuhan terhadap kepatuhan pajak saat 
ini semakin meningkat di lingkungan 
ekonomi global. Kondisi tersebut 
menyebabkan pemerintah di seluruh dunia 
harus bekerja keras untuk 
memaksimalkan tingkat kepatuhan pajak 
di negaranya (Nkundabanyanga et al., 
2017).   
 Penerimaan pajak adalah sumber 
daya yang sangat penting untuk 
membiayai pengeluaran publik baik itu 
bagi negara maju, berkembang, atau 
terbelakang, namun jumlah pendapatan 
pajak dipengaruhi oleh kemauan wajib 
pajak untuk mematuhi peraturan 
perpajakan yang berlaku (Fjeldstad et al., 
2012). Sulitnya meningkatkan kepatuhan 
pajak di negara berkembang dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor. 
Penelitian Rosid et al. (2017) menjelaskan 
bahwa kesulitan pengumpulan pajak yang 
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dialami oleh negara-negara berkembang 
umumnya disebabkan oleh adanya 
penggelapan pajak, pemaksaan, dan 
korupsi yang meluas. Selain itu, adapun 
pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti 
institusi yang lemah, kurangnya 
transparansi, rasa identitas nasional yang 
lemah, serta buruknya norma kepatuhan 
masyarakatnya (Besley & Persson, 2014).  

Bagi negara-negara berkembang, 
peningkatan pendapatan pajak dalam 
rangka membiayai kebutuhan 
pembangunan merupakan suatu hal yang 
menjadi prioritas (Ahmed et al., 2012). 
Permasalahan mengenai perpajakan tidak 
hanya dialami oleh negara berkembang 
dan terbelakang saja. Berdasarkan studi 
yang dilakukan, diketahui bahwa negara 
maju seperti Amerika dan Swiss memiliki 
tingkat perpajakan yang lebih rendah 
dibandingkan dengan negara-negara 
berpenghasilan tinggi lainnya, walaupun 
mereka tetap memiliki tingkat perpajakan 
yang jauh lebih tinggi dari negara-negara 
berkembang dan terbelakang (Besley & 
Persson, 2014). Hal ini menunjukkan 
bahwa kepatuhan pajak sudah menjadi 
suatu masalah klasik institusi perpajakan 
di seluruh dunia, baik itu di negara maju, 
negara berkembang, ataupun negara 
terbelakang (Liyana, 2019) 

Meningkatnya kasus 
ketidakpatuhan pajak pada akhirnya 
menimbulkan suatu pertanyaan kritis, 
mengapa sebagian individu membayar 
pajak dan sebagian lainnya tidak 
membayar pajak? Para peneliti meyakini 
bahwa diperlukan suatu kajian lebih lanjut 
mengenai pengaruh faktor non ekonomis 
terhadap kepatuhan pajak. Salah satu 
faktor non ekonomis yang kurang 
mendapat perhatian adalah religiusitas 
(Eiya et al., 2016). Religiusitas mungkin 
berpengaruh terhadap tindakan seseorang 
untuk melanggar peraturan. Tingkat 
religiusitas dapat membatasi niat 
seseorang untuk tidak patuh terhadap 
pajak. Khususnya di Indonesia, variabel 
religiusitas adalah hal yang menarik untuk 
diteliti karena adanya agama yang 
beragam (Cahyonowati, 2011). Nilai 
agama yang dianut oleh seseorang 
diharapkan mampu mencegah sikap 
negatif serta mendorong sikap positif 

dalam kehidupan sehari-hari (Palilu & 
Totanan, 2022).  Religiusitas berperan 
penting dalam menentukan tingkat 
kepatuhan individu terhadap peraturan 
perpajakan yang berlaku (Budiarto et al., 
2018). Salah satu faktor potensial yang 
dapat membentuk moral pajak adalah 
religiusitas karena masyarakat cenderung 
mengikuti tuntunan agama tertentu dalam 
membentuk preferensinya (Torgler, 2006). 
Agama telah didefinisikan secara luas di 
seluruh dunia. Kamus Oxford menjelaskan 
bahwa agama adalah pemujaan kepada 
Tuhan atau suatu sistem kepercayaan 
tertentu berdasarkan atas kepercayaan 
tersebut, serta sejauh mana kualitas 
beragama dalam diri individu (Pagel, 
2014). Dapat diartikan bahwa semakin 
religius seseorang, maka nilai-nilai etika 
dalam melaksanakan kehidupan 
bermasyarakat akan meningkat dan dapat 
mempengaruhi perilakunya (Budiarto et 
al., 2018). Religiusitas merupakan salah 
satu variabel yang paling sering 
disebutkan dalam berbagai literatur 
apabila dikaitkan dengan moral individu. 
Kepercayaan kepada Tuhan dapat 
digunakan sebagai ukuran paling 
langsung untuk mengetahui tingkat 
religiusitas individu, namun di sisi lain 
terdapat beberapa klaim yang menyatakan 
bahwa kepercayaan kepada Tuhan 
bukanlah hal penting yang dapat 
mempengaruhi seseorang dalam 
berperilaku (Strielkowski & Čábelková, 
2015). Berdasarkan inkonsistensi dari 
temuan-temuan terdahulu, maka penting 
untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 
terkait pengaruh religiusitas dan 
kepatuhan wajib pajak. 

Terdapat enam agama resmi yang 
diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen 
Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu, dan 
Budha. Masing-masing agama memiliki 
ajaran dan pandangan tersendiri 
mengenai pajak. Di dalam ajaran Kristen 
Protestan diajarkan kepada umatnya 
untuk taat kepada pemerintah melalui 
pembayaran pajak. Pajak adalah bayaran 
yang wajib untuk diserahkan oleh orang 
Israel kepada pemerintah Romawi yang 
pada saat itu menjajah bangsa Israel 
(Saragih et al., 2020; Palilu & Totanan, 
2022). Tidak banyak peneliti yang 
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membahas bagaimana pajak berdasarkan 
sudut pandang Katolik. Salah satu temuan 
ditulis dalam serangkaian artikel di La 
Civiltà Cattolica yang diterbitkan antara 
tahun 1850 dan 1870 menyebutkan bahwa 
perpajakan memainkan peran penting 
apabila ditinjau lebih mendalam 
berdasarkan gagasan katolik (Hien, 2021). 

Perspektif dari Agama Budha 
menyatakan bahwa ikut berpartisipasi 
dalam sistem politik dengan cara apapun 
yang diperlukan seperti mematuhi hukum 
yang berlaku, membayar pajak, atau 
memilih pemimpin yang layak adalah 
tindakan baik yang sudah sepantasnya 
untuk dilakukan (Moore, 2015). Penelitian 
yang dilakukan Pagel (2014) menyatakan 
bahwa dalam ajaran Budha, penghindaran 
pajak berarti merupakan sebuah tindakan 
pencurian, sehingga setiap individu yang 
merupakan wajib pajak wajib 
melaksanakan kewajiban mereka. 
Beberapa hal tentang perpajakan juga 
telah tertuang dalam kitab-kitab Hindu 
yang menyatakan bahwa pembayaran 
pajak adalah hal yang benar selama 
pemerintah telah mengayomi 
masyarakatnya. Penjelasan tersebut 
tertuang dalam kitab Manawa 
Dharmasastra X dalam salah satu sloka 
yang menyebutkan bahwa “tugas seorang 
ksatria yang berkecimpung dalam 
pemerintahan dibenarkan dalam 
pemungutan pajak, dengan catatan telah 
benar-benar memperhatikan 
kesejahteraan rakyatnya sesuai 
kemampuannya”. Hal penting lainnya 
adalah bahwa pajak dalam ajaran Hindu 
merupakan sebuah kegiatan yadnya, yaitu 
kegiatan tulus Ikhlas yang ditujukan 
sebagai bentuk penghormatan dan 
pengabdian masyarakat terhadap 
negaranya (Sukendri, 2020). 

Konsep tentang pajak juga dapat 
dilihat dari sudut pandang hukum Islam. 
Istilah pajak (dharibah) dalam Al-Quran 
dan hadis tidak sepenuhnya dibenarkan 
karena Islam sudah mewajibkan zakat 
bagi orang-orang yang sudah memenuhi 
ketentuan untuk membayar zakat. 
Terdapat suatu pernyataan yang 
menyebutkan bahwa apabila terjadi 
kondisi tertentu di mana zakat tidak lagi 
mencukup pembiayaan negara, maka saat 

itulah diperbolehkan untuk memungut 
pajak (dharibah) dengan ketentuan-
ketentuan yang tegas (Surahman & Ilahi, 
2017). Konghucu kerap dikaitkan dengan 
etnis Tionghoa baik dalam perspektif 
budaya maupun praktek keagamaan. 
Tidak banyak penelitian terdahulu yang 
membahas mengenai kaitan pajak dengan 
Konghucu. Salah satu penjelasan yang 
pasti adalah bahwa sejak kedatangannya 
ke Indonesia, bangsa Tionghoa telah 
berkecimpung dalam hal perdagangan, 
pengelolaan pasar, serta pajak bea cukai. 
Pada abad ke-19, orang-orang Tionghoa 
dimanfaatkan oleh Belanda untuk 
menjalankan sistem yang disebut Pacht 
percukaian atau suatu sistem di mana 
mereka memiliki izin resmi untuk 
mengoperasikan beraneka ragam 
monopoli sebagai penghasilan pajak 
negara dengan mengumpulkan pajak dari 
para pribumi (Rasid, 2017; Rosidi et al., 
2019).  
 Pada hakekatnya religiusitas 
didefinisikan sebagai sejauh mana 
seseorang meyakini dan berprinsip bahwa 
agamanya dapat dijadikan pedoman 
dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai 
literatur telah meneliti kepatuhan pajak 
dari berbagai aspek, namun masih sedikit 
yang mengkaji kepatuhan pajak 
berdasarkan sudut pandang religiusitas 
dan agama (Safian et al., 2020). 
Religiusitas berperan penting sebagai 
faktor penentu masyarakat di negara maju 
atau berkembang untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Meskipun demikian, 
tingkat religiusitas seseorang tidak selalu 
sama. Diibaratkan seperti roller coaster 
bahwa religiusitas seseorang terkadang 
meningkat dan terkadang menurun 
(Budiarto et al., 2018). Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi lebih dalam mengenai 
kepatuhan pajak berdasarkan religiusitas 
dan lima agama besar di Indonesia yaitu 
Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan 
Protestan. Penelitian ini merupakan studi 
literatur, sehingga ruang lingkup yang 
digunakan adalah penelitian-penelitian 
terdahulu sejak tahun 1952 hingga 2023. 
 
METODE 
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Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yakni suatu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan. Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah studi 
kepustakaan yang bersumber dari buku, 
karya ilmiah, ensiklopedia internet, dan 
sumber-sumber lainnya (Hadi, 2002). 
Fungsi utama dari studi kepustakaan 
adalah untuk mengumpulkan hasil temuan 
dari beberapa penelitian sebelumnya. 
Berdasarkan atas hal tersebut peneliti 
dapat memiliki informasi lebih jauh tentang 
temuan-temuan yang telah berkembang 
dalam ilmu pengetahuan terkait dengan 
topik penelitiannya (Rahmadi, 2011). Studi 
kepustakaan yang dilakukan adalah untuk 
memberikan gambaran mengenai 
kepatuhan wajib pajak ditinjau melalui 
religiusitas. Hal ini penting mengingat 
religiusitas merupakan unsur penting dari 
tax morale yang menjelaskan bahwa 
setiap individu memiliki motivasi instrinsik 
dalam dirinya perihal kepatuhan pajak.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
TEORI-TEORI TERKAIT RELIGIUSITAS 
 
Teori Pilihan Rasional 

Teori pilihan rasional kian populer 
di kalangan para peneliti bidang sosial 
yang tertarik dengan kehidupan 
beragama. Khususnya dalam tingkatan 
individu, teori ini menjelaskan berbagai 
macam perilaku beragama seperti 
mobilitas beragama, bentuk kehadiran 
atau partisipasi beragama, hingga 
kontribusi finansial kepada lembaga 
keagamaan. Teori ini mengasumsikan 
bahwa individu akan mempertimbangkan 
biaya dan manfaat atas tindakan mereka 
dengan tujuan memaksimalkan 
keuntungan bersih. Penghargaan dan 
sanksi adalah dua hal yang kerap kali 
dikaitkan dengan teori pilihan rasional. 
Kedua hal tersebut merupakan jenis 
pengaruh sosial yang memiliki peran 
penting dalam pengambilan keputusan 
individu (Ellison, 1995). Teori pilihan 
rasional menjelaskan bahwa agama dapat 
mempengaruhi berkurangnya perilaku 
menyimpang individu. Hal ini karena 
individu dengan tingkat religiusitas yang 
tinggi, secara psikologis cenderung 

merasa malu ketika melakukan perilaku 
yang dianggap menyimpang (Safian et al., 
2020). Rational choice theory juga 
dikembangkan oleh Becker (1968). 
Penelitiannya menjelaskan bahwa individu 
membuat keputusan berdasarkan analisis 
biaya-manfaat. Para penghindar pajak 
sering kali melakukan analisis biaya-
manfaat untuk mengetahui sebesar besar 
utilitas yang mungkin mereka dapatkan 
dari tindakan penggelapan pajak 
(AbdelNabi et al., 2022).  
 
Theory of Planned Behaviour 
 Theory of planned behaviour 
pertama kali dicetuskan oleh Ajzen (1991). 
Teori ini merupakan perpanjangan dari 
Theory of Reasoned Action yang sudah 
dicetuskan lebih dulu. Hal utama yang 
menjadi sorotan dalam theory of planned 
behaviour adalah bahwa perilaku individu 
dipengaruhi oleh adanya niat. Niat 
diasumsikan sebagai faktor motivasi yang 
mempengaruhi perilaku individu untuk 
mencoba dan seberapa banyak upaya 
yang mereka rencanakan untuk 
melakukan sesuatu. Terdapat tiga faktor 
utama yang mempengaruhi niat 
seseorang terhadap perilaku yaitu 
behavioral belief, normative belief, dan 
control belief. Tingkat religiusitas dapat 
berpengaruh terhadap baik atau buruknya 
sikap serta perilaku individu. Theory of 
planned behaviour dapat menghasilkan 
sikap positif dan negative terhadap suatu 
objek yang terkandung dalam dimensi 
religiusitas (Irawati et al., 2021). Beberapa 
penelitian telah menguji hubungan antara 
theory of planned behaviour, religiusitas, 
dan kepatuhan pajak. Temuan Utama et 
al. (2022) menyatakan bahwa religiusitas 
berpengaruh positif terhadap tax 
compliance intention melalui sikap. 
Hidayat et al. (2022) menemukan bahwa 
penggunaan e-filing elektronik 
berpengaruh positif untuk memperkuat 
hubungan antara agama dan kemauan 
untuk mematuhi pajak, serta antara sikap 
dan keinginan untuk mematuhi pajak. 
Nilai-nilai agama dapat mendukung 
perilaku positif dan mengurangi perilaku 
negative individu khususnya terkait 
kepatuhan pajak (Ali, 2013). Perspektif 
religiusitas dapat menjelaskan sejauh 
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mana individu berkomitmen pada agama 
dan kepercayaan mereka untuk kemudian 
menerapkan ajaran tersebut yang 
tercermin dalam sikap dan perilakunya 
(Johnson et al., 2001). Agama dikatakan 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
control diri individu serta berperan penting 
dalam mencegah perilaku yang 
menyimpang. Keyakinan terhadap 
keberadaan Tuhan dan selalu 
menghadirkan-Nya dalam kehidupan 
masing-masing individu akan membatasi 
perilaku yang tidak sesuai dengan aturan 
manusia dan aturan Tuhan (Purnamasari 
& Amaliah, 2015). 
 
Theory of Moral Sentiments 
 Theory of Moral Sentiments (TMS) 
pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith 
dalam bukunya pada tahun 1976. Teori 
tersebut menganalisis religiusitas 
berdasarkan atas sudut pandang rasional 
dan menyatakan bahwa individu bertindak 
sebagai suatu mekanisme penegakan 
moral internal (Torgler, 2007). Kerangka 
analisis kepatuhan pajak dan religiusitas 
juga dapat digambarkan melalui teori ini. 
Pada dasarnya teori moral digunakan 
untuk mengarahkan individu mengenai 
tindakan yang benar dan salah. Moralitas 
dapat memotivasi perilaku individu 
terlepas dari legalitas tindakan tersebut. 
Individu cenderung lebih bersedia untuk 
patuh terhadap hukum apabila hukum 
tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai 
moral yang mereka anut. Salah satu faktor 
penting yang bisa mencegah perilaku 
menyimpang seperti penggelapan pajak 
adalah faktor religiusitas (Eiya et al., 
2016). Salah satu faktor nonekonomi yang 
dapat mempengaruhi kepatuhan pajak 
adalah moralitas. Moralitas adalah bagian 
penting dari agama yang tidak dapat 
dipisahkan. Secara intrinsik telah 
digambarkan bahwa moralitas adalah 
bagian dari agama, sehingga tidak akan 
ada moralitas tanpa agama (Dabor et al., 
2021). Beberapa penelitian lain juga 
menggunakan gagasan rasionalitas untuk 
menjelaskan perilaku manusia. Salah 
satunya  Smith (2018) mengasumsikan 
pendekatan TMS sebagai suatu 
pendekatan yang  memandang bahwa 
agama dan sentiment agama adalah 

bagian dari pengalaman manusia. 
Pengalaman spiritual adalah sesuatu yang 
nyata dan dapat dihubungkan dengan 
pengalaman manusia seperti moralitas. 
Dikaitkan dengan moralitas, pada 
umumnya individu yang patuh akan 
memandang penghindaran dan 
penggelapan pajak sebagai tindakan yang 
“tidak bermoral” (Alm & Torgler, 2011).   
 
TEORI-TEORI TERKAIT KEPATUHAN 
PAJAK 
Theory of Reasoned Action 
 Theory of reasoned action pertama 
kali dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein 
pada tahun 1975 yang menjelaskan 
bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 
niat perilaku untuk melakukannya. 
Selanjutnya, niat itu sendiri dipengaruhi 
oleh adanya sikap dan norma subyektif 
(Law, 2010). Teori ini menjelaskan 
hubungan yang terjadi antara keyakinan, 
sikap, niat, dan perilaku. Niat adalah 
prediktor terbaik perilaku, artinya bahwa 
apabila ingin mengetahui apa yang akan 
dilakukan seseorang maka cara 
terbaiknya adalah dengan mengetahui niat 
individu tersebut (Soda et al., 2021). 
Theory of reasoned action telah berhasil 
digunakan untuk mengevaluasi perilaku 
kepatuhan pajak secara keseluruhan di 
Amerika Serikat (Adams, 2014). Penelitian 
Hanno & Violette (1996) mengevaluasi 
kepatuhan wajib pajak dengan 
menggunakan TRA di mana hasilnya 
menyatakan bahwa teori tersebut dapat 
menjelaskan perilaku wajib pajak untuk 
memenuhi tugasnya sebagai warga 
negara, serta anggapan bahwa membayar 
pajak adalah kewajiban moral dan etika 
pribadi mereka. Penelitian tersebut juga 
memasukkan tiga keyakinan yang 
berhubungan dengan kepatuhan pajak, di 
antaranya; pertama, keyakinan bahwa 
pelanggaran pajak menimbulkan rasa 
bersalah; kedua, keyakinan bahwa 
pelanggaran pajak dapat menimbulkan 
hukuman berupa sanksi dan denda; 
ketiga, keyakinan bahwa pelanggaran 
pajak berarti meminimalkan jumlah 
pembayaran pajak. Selanjutnya penelitian 
Bobek & Hatfield (2003) menemukan lima 
keyakinan yang berhubungan dengan 
kepatuhan pajak berdasarkan theory of 
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reasoned action. Tiga keyakinan berbunyi 
sama dengan penelitian Hanno dan 
Violette, sedangkan dua lainnya adalah 
keyakinan bahwa pelanggaran pajak 
adalah perilaku ilegal serta keyakinan 
bahwa individu gagal dalam memenuhi 
kewajibannya untuk membayar pajak 
secara adil kepada negara. 
 
Prospect Theory 
 Prospect theory adalah teori yang 
pertama kali dicetuskan oleh Kahneman & 
Tversky (1979). Prospect theory adalah 
suatu teori tentang pengambilan 
keputusan yang diambil dalam kondisi 
yang penuh dengan risiko. Keputusan 
yang dibuat akan didasarkan oleh sebuah 
penilaian serta dibuat dalam situasi tidak 
pasti. Berdasarkan atas kondisi tersebut 
maka akan cukup sulit untuk memprediksi 
hasil ataupun konsekuensi yang 
ditimbulkan dari suatu peristiwa tertentu 
(Badie et al., 2012). Prospect theory juga 
menjelaskan mengenai sejauh mana 
evaluasi individu terhadap potensi 
keuntungan ataupun kerugian terhadap 
sebuah kejadian. Teori ini dapat 
digunakan untuk menjelaskan perilaku 
kepatuhan pajak individu. Wajib pajak 
diasumsikan mencari risiko apabila tidak 
ada kekhawatiran terhadap kemungkinan 
merugi, dan diasumsikan menghindari 
risiko apabila mengharapkan untung (Ali, 
2013). Wajib pajak cenderung 
menghindari pajak ketika menghadapi 
kerugian, dibandingkan saat sedang 
mengalami keuntungan (Nicholson, 2019). 
Beberapa literatur telah mengkonfirmasi 
penerapan prospect theory untuk masalah 
penggelapan pajak. Prospect theory telah 
dianggap sebagai salah satu kajian yang 
dapat menjelaskan mengapa individu 
bersedia membayar pajak. Individu akan 
lebih bersedia mengambil risiko seperti 
melakukan penghindaran pajak (Dhami & 
al-Nowaihi, 2007). Prospect theory 
mencirikan setiap individu sebagai sosok 
yang kerap menghindari timbulnya 
kerugian. Tindakan penghindaran pajak 
yang dijelaskan dalam prospect theory 
tetap timbul meskipun terdapat 
probabilitas audit dan tarif penalty yang 
rendah dalam perpajakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak 

telah memberikan dukungan yang cukup 
kuat untuk prospect theory (Dhami & Al-
Nowaihi, 2006).  
 
Utility Theory 
 Teori ini pertama kali 
dikembangkan oleh Allingham & Sandmo 
(1972) yang mengasumsikan wajib pajak 
sebagai “utility maximiser”. Perilaku 
kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 
melalui konsep ekspektasi utilitas individu. 
Keputusan wajib pajak untuk melaporkan 
pajaknya dengan jujur atau tidak 
merupakan suatu tindakan yang 
dipengaruhi oleh ekspektasi utilitas 
mereka (Rokhayatim & Setiawan, 2022). 
Pada saat melaporkan pajak, wajib pajak 
dihadapkan pada situasi yang tidak pasti 
karena mereka tidak tahu apakah mereka 
akan dikenakan pemeriksaan pajak. 
Terdapat beberapa kemungkinan perilaku 
wajib pajak berdasarkan teori utilitas. 
Pertama, mereka dapat memilih opsi yang 
pasti dengan cara membayar dan 
melaporkan pajak terhutang yang sesuai. 
Kedua, mereka dapat menyembunyikan 
pendapatan yang tidak sah (yaitu, 
membayar kurang dari pajak yang harus 
dibayar). Dan ketiga, mereka dapat 
melakukan penggelapan pajak untuk 
memaksimalkan utilitas (Hartmann et al., 
2020). Teori ini menjelaskan bahwa 
keputusan yang dibuat oleh individu 
umumnya didasari oleh analisis biaya-
manfaat. Dalam kasus penggelapan pajak, 
analisis biaya-manfaat dilakukan untuk 
mengukur tingkat utilitas yang diharapkan 
yang mungkin dapat diperoleh oleh 
individu apabila melakukan penggelapan 
pajak (AbdelNabi et al., 2022). Sebagian 
besar studi mengenai kepatuhan pajak 
bergantung pada teori utilitas. Utility theory 
memudahkan otoritas pajak memahami 
pola pikir wajib pajak dalam mengambil 
keputusan untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya (Nurkholis et al., 2020). Secara 
khusus, teori ini menyiratkan bahwa 
individu yang rasional cenderung 
membayar pajak jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah pajak yang 
seharusnya mereka bayarkan kepada 
negara (Alm, 2015). Dengan kata lain, 
apabila mengacu pada teori utilitas maka 
sebagian besar wajib pajak diasumsikan 
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melakukan penghindaran pajak (Dhami & 
al-Nowaihi, 2007). Pernyataan inilah yang 
menjadi salah satu kelemahan dari teori 
utilitas. Penelitian Torgler (2003) 
menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan 
pajak dalam eksperimen yang dilakukan 
memperoleh hasil yang lebih tinggi 
dibandingkan prediksi dari teori utilitas.  
 
Social Contract Theory 
 Social contract theory berdasar 
pada buah pemikiran Socrates dan Plato 
untuk mencegah adanya unsur paksaan 
dalam hubungan antara pemerintah dan 
warga negara (Tenreng et al., 2021). 
Pemerintah sebagai pihak yang 
melakukan pemunguttan pajak dan wajib 
pajak sebagai pihak yang melakukan 
pembayaran pajak dapat menganalogikan 
kewajiban pajak sebagai kontrak sosial 
yang terjadi antara kedua pihak tersebut. 
Komitmen yang harus dipenuhi oleh wajib 
pajak adalah melakukan pembayaran 
pajak, sedangkan pemerintah sebagai 
pihak yang mengelola uang pajak harus 
berkomitmen untuk menggunakannya 
sebagai sumber dana dalam 
mensejahterakan masyarakat (Mangoting 
et al., 2015). Terdapat beberapa 
argumentasi mengenai social contract 
theory. Salah satunya mangasumsikan 
manusia sebagai mahluk rasional yang 
memiliki kebebasannya sendiri untuk 
mengatur kehidupannya tanpa harus 
terikat oleh hukum. Kebebasan yang 
dimaksud termasuk kebebasan mereka 
untuk melakukan control terhadap kondisi 
perekonomiannya dengan tujuan 
memaksimalkan kekayaan individu 
(Celeste Friend, 2004). Kewajiban untuk 
membayar pajak telah dianggap oleh 
sebagian besar wajib pajak sebagai suatu 
kontrak sosial yang mereka telah sepakati 
bersama dengan pemerintah (Irianto & 
Jurdi, 2005). Namun demikian, mereka 
juga menuntut hak mereka kepada 
pemerintah karena telah melakukan 
pembayaran pajak seperti adanya 
pelayanan publik yang layak bagi 
masyarakat serta penyelenggaraan pajak 
yang bebas dari kecurangan. Di sisi lain, 
apabila hak-hak yang seharusnya mereka 
peroleh tidak terpenuhi, maka 
ketidakpatuhan pajak menjadi suatu 

tindakan pembenaran yang dilakukan oleh 
wajib pajak (Mangoting et al., 2015). 
Berdasarkan atas hal tersebut maka 
pelayanan pajak yang baik menjadi 
penanda bahwa pemerintah telah 
memenuhi kewajibannya terkait kontrak 
sosial antara negara dan warganya, 
Dengan demikian wajib pajak tidak 
memiliki alasan pembenar untuk tidak 
melaksanakan kewajibannya (Tengs, 
2016). Pada akhirnya, social contract 
theory memiliki hubungan erat dengan 
perilaku kepatuhan wajib pajak. Pelayanan 
pajak yang baik dapat menjadi faktor kunci 
untuk mendorong terciptanya kepatuhan 
pajak dan meminimalisir keinginan wajib 
pajak untuk melakukan penggelapan pajak 
(Nurkholis et al., 2020).  
 
Theory of Economic Crime 
 Model klasik kepatuhan pajak 
dapat dikenal dengan sebutan economics 
of crime model atau theory of economic 
crime yang pertama kali dicetuskan oleh 
Becker (1968). Menurut Becker, istilah 
“crime” tidak hanya mencakup tindakan 
pembunuhan, perampokan, atau 
penyerangan saja, melainkan juga 
kejahatan kerah putih dan penghindaran 
pajak. Dengan pesatnya pertumbuhan 
pajak menyebabkan kejahatan yang 
berkaitan dengan perpajakan bahkan 
tumbuh lebih cepat dibandingkan tindak 
pidana berat lainnya. Individu dihadapkan 
oleh dua pilihan, pertama adalah pilihan 
bebas risiko dengan membayar pajak 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
dan yang kedua adalah pilihan beresiko 
dengan melakukan penghindaran pajak 
(Lancu & Coita, 2016). Teori ini 
beranggapan bahwa tindakan kepatuhan 
pajak merupakan suatu keputusan 
rasional yang dimiliki individu untuk 
memilih opsi yang bebas risiko atau opsi 
yang beresiko (Alm et al., 2012). Salah 
satu tindakan antisipasi yang dapat 
dilakukan pemerintah untuk meminimalisir 
rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah 
dengan menciptakan efek jera berupa 
sanksi dan denda administrasi (Mangoting 
et al., 2015). Penelitian Allingham & 
Sandmo (1972) menganalisis perilaku 
kepatuhan pajak menggunakan theory of 
economic crime. Dijelaskan bahwa wajib 
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pajak cenderung tidak takut terhadap 
denda dan sanksi administrasi yang 
dikenakan oleh pemerintah selama 
keuntungan yang mereka peroleh atas 
tindakan penghindaran pajak tersebut 
lebih besar dibandingkan jumlah denda 
atau sanksi itu sendiri. Oleh karena itu, 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
wajib pajak cenderung disebabkan karena 
adanya pertimbangan terhadap cost dan 
benefit.  
 
Theory of Attribution 
 Theory of attribution adalah suatu 
teori dalam bidang psikologi yang pertama 
kali dicetuskan oleh Heider (1958). Teori 
ini mengkaji bagaimana individu 
menentukan penyebab atas terjadinya 
suatu peristiwa atau perilaku, serta 
konsekuensi dari atribusi tersebut pada 
perilaku mereka selanjutnya (Schmitt, 
2015). Berdasarkan attribution theory 
dapat digambarkan bahwa manusia 
adalah individu yang selalu berusaha 
memahami dan menemukan penyebab 
atas tiap peristiwa atau tindakan di sekitar 
mereka (Kaplan et al., 1988). Tiap individu 
ingin memastikan mengenai alasan 
mengapa mereka ataupun orang-orang di 
sekitarnya melakukan apa yang mereka 
lakukan atau dengan kata lain adalah 
atribusi menyebabkan perilaku (Karyanti & 
Nafiah, 2022). Penelitian Heider 
menjelaskan bahwa peristiwa dan 
tindakan dapat disebabkan oleh dua 
kategori utama yaitu penyebab 
disposisional dan penyebab situasional. 
Penyebab disposisional timbul karena 
tidak adanya tanggungjawab sosial pada 
diri wajib pajak, sedangkan penyebab 
situasional timbul karena adanya 
ketidaksetaraan sistem pajak ataupun 
tuntutan finansial wajib pajak. Terdapat 
dua faktor yang dapat mempengaruhi teori 
atribusi yaitu atribusi internal seperti sifat, 
karakter, dan sikap serta atribusi eksternal 
seperti lingkungan, situasi yang menekan, 
ataupun keadaan tertentu (Pertiwi et al., 
2020). Teori ini dapat menjelaskan 
mengenai kemauan wajib pajak untuk 
membayar pajak berhubungan dengan 
persepsi wajib pajak dalam menilai 
tentang pajak itu sendiri. Penilaian yang 
diciptakan individu dipengaruhi oleh 

atribusi internal dan atribusi eksternal 
individu tersebut (Kamil, 2015).  
 
Religiusitas dan Kepatuhan Pajak 
Tidak berpengaruh 
 Carsamer & Abbam (2020) 
menyatakan bahwa agama dan religiusitas 
tidak mendorong kepatuhan wajib pajak 
UKM di Ghana. Kondisi tersebut dapat 
disebabkan karena masyarakat di Ghana 
mendramatisir agama namun tidak 
mempraktikkan nilai-nilai agama dalam 
kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal 
kepatuhan pajak. Strielkowski & 
Čábelková (2015) menemukan bahwa 
kepercayaan kepada Tuhan atau 
pentingnya keberadaan Tuhan dalam 
kehidupan individu tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak. Artinya bahwa 
yang menjadi focus utama adalah tentang 
bagaimana tindakan individu dan bukan 
tentang apa yang diyakininya. Dabor et al. 
(2021) menyatakan bahwa tidak 
berpengaruhnya religiusitas pada 
kepatuhan pajak dapat terjadi karena 
kurangnya kerja sama otoritas pajak 
dengan para pemimpin agama untuk 
memberikan pengetahuan kepada warga 
negaranya. Pentingnya kepatuhan pajak 
dapat diajarkan dengan bersumber pada 
kitab suci mengenai sudut pandang 
Ketuhanan dan moral.  Sejalan dengan 
temuan Damayanti (2018) bahwa dalam 
rangka untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak, fiskus harus melakukan 
kerjasama dengan tokoh agama. Wajib 
pajak perlu diberikan pemahaman bahwa 
pertimbangan agama juga dapat 
mempengaruhi pertimbangan bisnis. 
Diperlukan adanya keseimbangan antara 
ajaran agama dan kehidupan fisik individu.  
 Selanjutnya, meskipun banyak 
literatur menyebutkan bahwa religiusitas 
berperan penting pada kepatuhan pajak, 
namun kenyataannya banyak pengaruh 
lainnya yang ternyata lebih dominan. 
Faktor lain yang lebih penting dalam 
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak 
seperti rasa takut akan adanya 
kemungkinan audit, adanya pihak ketiga 
yang akan melapor, atau keyakinan 
bahwa lingkungan di sekitar wajib pajak 
membayar dan melaporkan pajaknya 
dengan jujur (McKerchar et al., 2013). 
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Sejalan dengan Farah et al. (2017) yang 
menemukan bahwa religiusitas tidak 
memicu niat kepatuhan pajak individu 
karena meskipun mereka beragama 
terdapat faktor lain yang lebih penting 
untuk mempengaruhi kepatuhan seperti 
sikap dan persepsi atas penegakan 
hukum. Tahar & Rachman (2014) 
menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan 
pajak dan pemahaman agama setiap 
individu berbeda-beda. Pada dasarnya 
setiap manusia memiliki hubungan 
masing-masing dengan Tuhan untuk 
memberi arahan bagi mereka untuk 
menjalani hidup.  
 
Pengaruh positif 

Wajib pajak yang menganggap 
peraturan agama sebagai kewajiban akan 
merasa bersalah apabila melakukan 
sesuatu yang melanggar peraturan 
tersebut. Oleh karena itu, religiusitas yang 
tinggi dapat memotivasi wajib pajak untuk 
mematuhi peraturan perpajakan 
(Delaviansyah et al., 2022). Hasil serupa 
juga dijelaskan dalam penelitian Mohdali & 
Pope (2014), Muslichah (2015), Pratama 
(2017), Tanno & Putri (2019), Hanifah & 
Yudianto (2019), Nazaruddin (2019), 
Agbetunde et al. (2020),  Aristantia et al. 
(2022), Agustina & Umaimah (2022), 
Pihany & Andriani (2022), yang 
menyatakan bahwa religiusitas 
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 
pajak. Religiusitas dapat dibagi menjadi 
dua yaitu religiusitas intrapersonal yang 
bersumber dari keyakinan dan sikap 
individu, serta religiusitas interpersonal 
yang bersumber dari hubungan individu 
dengan komunitas atau kelompok tertentu. 
Penelitian Utama & Wahyudi (2016), 
Rodiansah & Puspita (2020), dan Muliati 
(2023) menyatakan bahwa religiusitas 
interpersonal berpengaruh pada 
kepatuhan wajib pajak, sedangkan 
religiusitas intrapersonal adalah 
sebaliknya. Tidak berpengaruhnya 
religiusitas intrapersonal disebabkan 
karena individu yang menyisihkan waktu 
untuk beribadah lebih berfokus untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
Tuhan, tanpa terlalu mempedulikan sikap 
peduli terhadap sesamanya. Pengaruh 
positif yang ditunjukkan oleh religiusitas 

interpersonal disebabkan karena wajib 
pajak yang menikmati partisipasinya 
dalam acara keagamaan serta diikuti 
dengan jalinan komunikasi yang baik antar 
sesama dapat menimbulkan perilaku 
kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan 
karena mereka cenderung menganggap 
bahwa membayar pajak adalah salah satu 
cara untuk memberikan kebermanfaatan 
bagi orang lain.  
 
Pengaruh negative 
 Cason et al. (2016) menjelaskan 
bahwa keanggotan agama meningkatkan 
perilaku penghindaran pajak. Ross & 
McGee (2011) meneliti tiga kelompok 
berbeda dalam hal ketidakpatuhan pajak. 
Hasilnya bahwa kelompok yang paling 
menentang penggelapan pajak adalah 
kelompok yang beranggapan bahwa 
Tuhan paling tidak penting dalam 
hidupnya. Sebaliknya, kelompok yang 
mendukung tindakan penggelapan pajak 
adalah kelompok yang memandang Tuhan 
sebagai sesuatu yang menjadi pedoman 
dalam kehidupan. Hwang & Nagac (2021) 
juga menemukan sebuah anomali 
mengenai pengaruh religiusitas terhadap 
kepatuhan pajak pada beberapa 
kabupaten di US. Temuannya 
menunjukkan bahwa kabupaten yang 
paling religious memiliki tingkat kepatuhan 
pajak paling rendah di antara kabupaten 
lainnya. Faktanya bahwa kabupaten 
tersebut memiliki rasio pendapatan bisnis 
tertinggi, sehingga kepentingan untuk 
melakukan penggelapan pajak menjadi 
lebih besar. Melihat kondisi tersebut, tidak 
mengherankan apabila kabupaten paling 
religious sekalipun memiliki tingkat 
kepatuhan yang lebih rendah daripada 
yang seharusnya. Sakirin et al. (2021) 
menyatakan bahwa dengan meningkatnya 
pemahaman agama terkadang merubah 
cara pandang wajib pajak mengenai 
perpajakan sehingga lebih mengutamakan 
hubungan dengan Tuhan daripada 
hubungan dengan sesama manusia. 
Budiarto et al. (2018) menjelaskan bahwa 
seseorang dengan religiusitas yang 
rendah cenderung tidak melanggar 
hukum, sedangkan seseorang dengan 
religiusitas yang tinggi cenderung 
melanggar hukum. Beberapa kasus besar 
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melibatkan individu dengan tingkat 
religiusitas yang tinggi, namun memiliki 
etika yang rendah.  
 
Perspektif Islam dalam Perpajakan 
 Teks eksplisit dalam ajaran Islam 
dalam bentuk pernyataan Al-Qur’an atau 
Hadits Nabi (SAW) banyak menjelaskan 
tentang apa saja hal-hal yang dianggap 
Halal dan Haram, namun untuk masalah 
yang sifatnya cukup modern seperti pajak 
tidak dijelaskan dengan jelas. Pajak 
merupakan suatu hal yang kontemporer 
dan belum ada pada jaman Nabi (SAW) 
yang pada saat itu hanya mengenal istilah 
zakat. Salah satu negara dengan 
mayoritas Muslim seperti Arab Saudi 
hanya mengenakan pajak kepada warga 
negara asing, sementara warga 
negaranya sendiri tidak dikenakan pajak 
atas pendapatan pribadi mereka. Terdapat 
suatu fatwa yang menyebutkan bahwa 
pemungutan pajak adalah tindakan yang 
Haram dan tidak diperbolehkan bagi 
pemerintah untuk mengenakan pajak 
kepada warga negaranya. Oleh karena itu, 
maka perilaku ketidakpatuhan pajak 
merupakan suatu tindakan yang 
diperbolehkan (Al-Ttaffi & Abdul-Jabbar, 
2015). 

Konsep zakat memiliki kesamaan 
dengan konsep perpajakan apabila 
ditinjau lebih jauh melalui perspektif Islam. 
Meskipun terdapat banyak kesamaan 
antara zakat dan pajak, namun terdapat 
perbedaan substansial antara keduanya. 
Pertama, ditinjau berdasarkan konsep 
stabilitas dan kontinuitas, zakat akan 
selalu ada selama ada Muslim yang 
mampu secara finansial di dunia, 
sedangkan pajak lebih bergantung pada 
situasi ekonomi dan sosial. Kedua, tarif, 
kondisi, distribusi, dan peran zakat 
didasarkan atas prinsip Syariah Islam dan 
tidak boleh ada campur tangan 
pemerintah, sedangkan pemerintah 
memiliki kewenangan penuh mengenai 
peraturan perpajakan. Ketiga, zakat dapat 
digunakan di luar batas geografis. Pada 
suatu kondisi apabila jumlah dana zakat 
lebih dari cukup untuk memenuhi 
kebutuhan negara di mana zakat 
dibayarkan, maka dana zakat yang 
bersangkutan dapat dikirim ke negara lain 

dengan penduduk Muslim yang lebih 
miskin. Berbeda halnya dengan pajak 
yang hanya dapat digunakan di negara 
tempat pemungutannya (Bin-Nashwan et 
al., 2020). Namun pada kenyataannya, 
pemungutan zakat masih dapat dikatakan 
rendah di beberapa negara dengan 
mayoritas muslim seperti Malaysia dan 
Saudi Arabia (Mohd et al., 2017; Alosaimi, 
2018;  Abdullah & Sapiei, 2018; Haji-
Othman et al., 2021). Sebagiannya lagi 
berargumen bahwa tingkat pemungutan 
zakat cukup tinggi dan dipengaruhi secara 
signifikan oleh religiusitas individu 
(Abdullah & Sapiei, 2018). Kondisi 
tersebut disebabkan karena pembayaran 
zakat telah dianggap sebagai suatu 
bentuk tanggungjawab religiusitas individu 
(Saad & Haniffa, 2014). Berdasarkan 
pemikiran ekonomi dan religiusitas, 
apabila pajak diketahui tidak memberikan 
manfaat spiritual, maka individu 
cenderung memilih untuk membayar pajak 
dalam jumlah yang minimal. Beberapa 
umat Muslim lebih mengutamakan hal-hal 
spiritual seperti pembayaran zakat dan 
melakukan pembayaran pajak 
berdasarkan sisa kemampuan mereka. 
Perilaku kepatuhan dalam membayar 
zakat merupakan kesadaran internal yang 
dapat timbul dari keimanan mereka 
dengan bersedia untuk membayar lebih 
dari yang seharusnya  (Fidiana, 2020).  

Penelitian-penelitian terdahulu 
yang mengkaji tentang hubungan 
religiusitas dan kepatuhan pajak 
didominasi oleh perspektif dalam Agama 
Islam. Abodher et al. (2020) menemukan 
bahwa perspektif islam dan religiusitas 
berpengaruh positif terhadap perilaku 
ketidakkepatuhan pajak di Libya. 
Sebagian besar masyarakat muslim di 
Libya meyakini bahwa pembayaran pajak 
itu adalah Haram, sehingga apabila 
ditinjau dari sudut pandang agama 
diasumsikan bahwa mereka seharusnya 
tidak membayar pajak. Al-Ttaffi & Bin-
Nashwan (2022) menyebutkan bahwa 
sebagian besar wajib pajak di negara 
muslim seperti Yaman percaya bahwa 
pajak adalah suatu sistem yang dilarang 
dalam islam. Mereka berkeyakinan bahwa 
muslim hanya boleh mengadopsi sistem 
zakat, bukan pajak.  
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Di sisi lain beberapa temuan 
menyatakan pendapat mereka tentang 
pengumpulan dana zakat. Muslim 
didorong untuk bekerja sama dan saling 
membantu untuk menjadi lebih baik. 
Dengan demikian mereka lebih cenderung 
untuk bekerja sama dengan otoritas pajak 
demi kepentingan bersama (Mohdali & 
Pope, 2012). Religiusitas yang 
digambarkan dengan peraturan Syariah 
umumnya berkorelasi negative dengan 
penggelapan pajak (Nurunnabi, 2017). 
Negara-negara yang diatur oleh Syariah 
cenderung menunjukkan kepatuhan yang 
lebih besar karena mereka berangggapan 
bahwa penggelapan pajak merupakan 
tindakan yang salah dan Tuhan akan 
menghukum siapapun yang tidak 
melaksanakan kewajibannya kepada 
negara (R. McGee et al., 2012). Umat 
Islam yang memiliki komitmen agama 
yang kuat dengan cara melaksanakan the 
obligatory duties (wajib) dengan ketat 
seperti shalat lima waktu dan berpuasa 
selama bulan Ramadhan, melaksanakan 
ritual opsional (sunnah) seperti pergi ke 
masjid dan membaca Al-Qur’an, serta 
memiliki kebaijkan (akhlaq) sangat 
dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban 
zakatnya (Abdullah & Sapiei, 2018). 
Langkah penting yang harus diperhatikan 
oleh para pembuat kebijakan selain 
mengumpulkan dana zakat adalah 
bagaimana pemanfaatan yang efektif atas 
dana zakat tersebut. Tujuan utama dari 
pengumpulan zakat adalah untuk 
memerangi kemiskinan secara luas bagi 
masyarakat dengan mayoritas Muslim 
(Sohag et al., 2015).   
  
 
Perspektif Hindu dalam Perpajakan  

Referensi mengenai perspektif 
Hindu dalam perpajakan diamati dari 
tahun 1828 hingga tahun 2023. Tradisi 
perpajakan sudah diterapkan di India 
sejak zaman kuno. Referensi perpajakan 
banyak ditemukan dalam buku kuno 
seperti Manu Smriti, Arthasastra, dan 
Manavadharmasastra (Panda & Patel, 
2012; Sukendri, 2020). Agama Hindu 
mengenal suatu istilah yang disebut 
dengan Yadnya. Yadnya adalah suatu 
bentuk pertanggungjawaban manusia 

berdasarkan prinsip kesadaran, kerelaan, 
kebersamaan, dan empati terhadap 
sesama. Tujuan umat Hindu 
melaksanakan Yadnya tertuang dalam 
kitab suci Bhagawatghita yaitu, 
membebaskan manusia dari belenggu 
dosa, membebaskan manusia dari kharma 
phala, dan menyediakan jalan menuju 
surga bagi manusia. Manusia sebagai 
mahluk hidup harus bersyukur atas 
keberadaan mereka di dunia ini serta 
meyakini peran Tuhan dan para 
leluhurnya dalam kehidupan. Rasa syukur 
kepada Tuhan dan para leluhurnya dapat 
diwujudkan melalui tanggung jawab 
mereka dalam bentuk pembayaran pajak 
kepada negara (Widiastuti et al., 2015). 
Berdasarkan kitab Arthasastra dijelaskan 
bahwa ketika negara telah melaksanakan 
kewajibannya seperti memberikan 
perlindungan bagi warganya, maka negara 
berhak melaksanakan pemungutan pajak 
kepada mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa Hindu mendukung pemerintah 
untuk memperoleh pajak dari masyarakat 
karena membayar pajak merupakan salah 
satu bentuk nyata dari ajaran Yadnya dan 
Catur Purusaasrtha (Nurhayanti et al., 
2022). Ditinjau berdasarkan perspektif 
Hindu, individu tidak akan Bahagia apabila 
tidak memberi. Apapun yang diperoleh di 
dunia ini, Hinduism diajurkan untuk 
memberikan sedikit kepada negara dan 
sesamanya (Mohdali, 2013). Di sisi lain, 
terdapat pandangan yang berbeda 
mengenai perspektif hindu dalam 
perpajakan. Pada periode awal Hindu 
beberapa pertimbangan etis ditawarkan 
kepada masyarakat mengenai 
penggelapan pajak berdasarkan atas 
Varna (kasta) mereka. Brahmana sebagai 
Varna pertama dibebaskan dari pajak 
karena pada saat itu raja berkeyakinan 
bahwa kasta Brahmana sama sekali tidak 
tercela. Di sisi lain, Vaishya sebagai Varna 
ketiga digambarkan sebagai satu-satunya 
pembayar pajak karena mereka terlibat 
langsung dalam kegiatan perdagangan 
dan ekonomi. Jadi singkatnya, di bawah 
hukum Hindu, perilaku penghindaran 
pajak dapat dibenarkan dalam beberapa 
situasi tertentu (Bose, 2012).  

Salah satu budaya yang telah 
menjadi kepribadian bagi kehidupan 
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masyarakat bali adalah budaya Tri Hita 
Karana (THK). Tri Hita Karana 
didefinisikan sebagai tiga penyebab 
kebahagiaan dan kesejahteraan yang 
menggambarkan kehidupan harmonis 
antara manusia dengan Tuhannya 
(parahyangan), antara sesama manusia 
(pawongan), dan antara manusia dengan 
lingkungannya (palemahan) (Ariyanto et 
al., 2017). Unsur parahyangan dalam 
kepatuhan perpajakan diwujudkan melalui 
peran pemerintah sebagai perpanjangan 
tangan Tuhan di dunia melalui penciptaan 
produk ketentuan undang-undang 
perpajakan yang bertujuan untuk 
mewujudkan kemakmuran dan 
kebahagiaan setiap orang, masyarakat, 
dan negara itu sendiri. Unsur pawongan  
berhubungan dengan pembayaran pajak 
yang ditujukan untuk kesejahteraan 
bersama menunjukkan adanya praktek 
subsidi silang dari yang kaya kepada yang 
miskin. Selain subsidi silang, salah satu 
bentuk penciptaan kesejahteraan melalui 
pembayaran pajak adalah dengan 
memberikan insentif pajak. Selanjutnya 
kepatuhan pajak dengan konsep 
palemahan dapat dihubungkan dengan 
metafora subak. Akuntabilitas pengelolaan 
air di subak meliputi penghormatan 
terhadap hak pakai air dan tanah, kegiatan 
gotong royong dan pembayaran iuran 
secara proporsional untuk keberhasilan 
kegiatan subak. Dengan menggunakan 
konsep palemahan pada subak, model 
kepatuhan pajak diartikan sebagai 
akuntabilitas pengelolaan dana 
masyarakat dan kontra pencapaian 
manfaat membayar pajak menjadi 
perhatian utama pemerintah (Lutfillah et 
al., 2023). Konsep THK dianggap mampu 
meningkatkan sikap dan perilaku 
kepatuhan wajib pajak karena nilai-nilai 
yang terkadung di dalamnya dapat 
menjaga integritas mereka melalui rasa 
syukur kepada Tuhan, menanamkan 
kejujuran, serta peduli dan rela berkorban 
demi kepentingan bersama (Parwati et al., 
2021).  

Selain konsep THK, nilai lokalitas 
lainnya yang berhubungan dengan 
kepatuhan pajak adalah Tri Kaya 
Parisudha (TKP). TKP merupakan suatu 
konsep kearifan lokal yang terdiri atas 

Manacika (berpikir baik), Wacika (berkata 
baik), dan Kayika (berbuat baik). Nilai-nilai 
yang terkandung dalam TKP akan 
menciptakan suatu komitmen dalam 
melakukan tindakan yang benar. 
Melaksanakan kewajiban perpajakan 
merupakan salah satu komitmen untuk 
berbuat baik dan menghindari perbuatan 
yang berdosa. Salah satu hal yang 
mendasari TKP adalah keyakinan umat 
Hindu terhadap keberadaan hukum 
karmaphala. Mereka meyakini bahwa 
karma yang merupakan perbuatan baik 
akan mendatangkan phala yaitu hasil yang 
sesuai dengan perbuatan begitu pula 
sebaliknya. Oleh karena itu, karmaphala 
dipercaya dapat menjadi penghalang bagi 
individu untuk berbuat tidak etis, salah 
satunya adalah tindakan penggelapan 
atau penghindaran pajak (Darmayasa et 
al., 2021).   

Nilai kearifan lokal Hindu lainnya 
yang dapat diimplementasikan dalam 
perspektif pajak adalah Catur Purusa 
Artha. Manifestasi religiusitas dapat 
tercermin dalam bagian-bagian Catur 
Purusa Artha yang terdiri atas dharma, 
artha, kama, dan moksa. Dharma 
merupakan suatu konsep yang 
menjelaskan bahwa perbuatan manusia 
mengacu pada hal-hal yang diperintah 
oleh Tuhan. Dharma dapat diwujudkan 
oleh wajib pajak melalui pengabdiannya 
sebagai warga negara untuk taat pada 
regulasi perpajakan. Artha merupakan 
harta yang didapatkan melalui dharma dan 
harus disedekahkan pula dalam bentuk 
dharma. Agama Hindu mengenal konsep 
sedekah dengan istilah dana punia. Pajak 
merupakan salah satu bentuk punia yang 
dapat diberikan oleh wajib pajak kepada 
negara. Kama diartikan sebagai keinginan 
atau kebutuhan jasmani dan Rohani. 
Masyarakat yang telah berkontribusi 
dalam konsep artha melalui pembayaran 
pajak akan dipenuhi kebutuhan dan 
kemakmurannya oleh pemerintah selaku 
pihak yang berwenang untuk mengelola 
penerimaan negara tersebut. Konsep 
terakhir adalah moksa yang memandang 
bahwa Tuhan adalah satu kesatuan 
dengan mahluk ciptaannya. Hubungannya 
dengan perpajakan adalah bahwa dharma 
yang dilakukan wajib pajak secara ikhlas 
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melalui kontribusi artha bertujuan untuk 
mencapai moksa yakni untuk memperoleh 
berkah dari Tuhan (Darmayasa & 
Aneswari, 2019).  
 
Perspektif Budha dalam Perpajakan 

Tujuan mendasar agama Buddha 
adalah keselamatan, yang berarti 
memasuki Nirvana untuk keluar dari siklus 
terlahir kembali (Keown, 2005). 
Keberadaan masa depan dalam siklus 
kelahiran kembali ditentukan oleh karma 
yang terkumpul. Perbuatan baik 
menghasilkan karma yang baik, 
sedangkan perbuatan buruk mengarah 
pada karma yang buruk (Schneider et al., 
2015). Perpajakan dalam agama Budha 
telah dikenal sejak jaman dulu. Khususnya 
di Asia, perpajakan telah diterapkan sejak 
abad ke 17 di Thailand (Constable & 
Kuasirikun, 2020).  Agama Budha selalu 
mengajarkan umatnya untuk melakukan 
pengorbanan bukan hanya kepada Tuhan, 
tetapi juga kepada sesama manusia 
(Sutrisno & Dularif, 2020). Kejujuran 
dalam agama Budha berarti tidak 
berbohong, selalu berbuat baik sesuai 
dengan hati nuraninya, serta mematuhi 
peraturan negara dan hukum, termasuk 
juga tidak menghindari pajak (Huong, 
2023). Dibandingkan dengan para 
penganut barat, penganut Tao dan Budha 
memiliki ketertarikan yang lebih kuat 
dalam hal kegiatan dan kepercayaan 
terhadap agama (Shiah et al., 2013; 
Davidescu et al., 2022). Penelitian Wang 
& Lu (2021) menemukan bahwa 
perusahaan yang berkantor pusat pada 
lokasi dengan suasana religious Buddha 
yang lebih kuat cenderung menunjukkan 
tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. 
Diperkuat dengan penelitian Benk et al. 
(2015) yang menyatakan bahwa umat 
Buddha menentang perilaku penghindaran 
pajak. Etika dalam agama Budha 
menyebarkan pemahaman mengenai 
perilaku altruistik dengan membenci 
keserakahan dan ketidakjujuran dengan 
tujuan untuk mencapai kesejahteraan diri 
sendiri. Sebaliknya, perilaku altruistik yang 
diajarkan dalam Budha adalah dengan 
menunjukkan sikap serta naluri yang 
memberikan kebaikan dan mengutamakan 

kepentingan orang lain (Heinemann & 
Schneider, 2011). 

Tidak ada teks dalam agama 
Budha yang menjelaskan tentang perilaku 
penghindaran atau pembebasan pajak, 
melainkan umatnya dianjurkan untuk 
menjadi pembayar pajak yang patuh. 
Hampir serupa dengan ajaran Hindu yang 
menyebutkan bahwa kasta brahmana 
sebagai kasta tertinggi yang dibebaskan 
dari pajak pada jaman kerajaan, ajaran 
Budha juga membebaskan pajak bagi 
para bhiksu (Palumbo, 2017). Penelitian 
Gupta et al. (2010) menyatakan hal yang 
berbeda, di mana dalam sebuah penelitian 
di Australia, umat Budha secara signifikan 
kurang menentang aktivitas penggelapan 
pajak dibandingkan umat Katolik, Roma, 
Protestan, atau Kristen Ortodoks. Temuan 
serupa juga dijelaskan dalam penelitian R. 
W. McGee (2023) yakni bahwa umat 
Budhha adalah yang paling tidak 
menentang perilaku penggelapan pajak.  
 
Perspektif Katolik dan Protestan dalam 
Perpajakan  
 Salah satu studi teologis yang 
paling komprehensif tentang penghindaran 
pajak berdasarkan perspektif Katolik telah 
dilakukan oleh Crowe (1944). Dia meneliti 
dan meringkas 500 tahun literatur Katolik 
dan beberapa di antaranya berbahasa 
Latin. Beberapa cendekiawan Katolik 
berpendapat bahwa penghindaran pajak 
tidak pernah dapat dibenarkan, sedangkan 
yang lainnya percaya tindakan tersebut 
dibenarkan. Di sisi lain, untuk kelompok 
ketiga yang terdiri dari pandangan 
mayoritas menurut studi Crowe percaya 
bahwa penghindaran pajak dapat 
dibenarkan dalam beberapa kasus. Alasan 
yang paling sering diberikan untuk 
membenarkan penghindaran pajak adalah 
ketidakmampuan membayar atau adanya 
pemerintah korup yang membuang-buang 
uang dan ketidakadilan sistem perpajakan 
yang diterapkan (R. W. McGee, 1998). 
Penelitian lain juga menjelaskan bahwa 
Katolik Roma secara signifikan kurang 
menentang aktivitas penggelapan pajak 
dibandingkan Protestan (Gupta et al., 
2010). Diperkuat dengan hasil penelitian 
Boone et al. (2013) yang menjelaskan 
bahwa umat Katolik cenderung 
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menghindari pajak dan kurang patuh 
terhadap perpajakan. Mereka relatif lebih 
toleran terhadap penipuan pajak dan tidak 
menganggapnya sebagai dosa serius 
(Arruñada, 2010). Di sisi lain, beberapa 
penelitian menyebutkan bahwa umat 
Katolik cenderung memandang pajak 
sebagai suatu tanggungjawab moral untuk 
mendukung masyarakat kurang mampu. 
Mereka juga menunjukkan keterlibatan 
pajak yang lebih sedikit dibandingkan 
umat Protestan (Curran, 1985; 
Catholic.org, 2012).  
 Berdasarkan atas ajaran agama 
Kristen Protestan dianjurkan bagi umatnya 
untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan mereka. Pembayaran pajak 
merupakan salah satu bentuk kepatuhan 
kepada pemerintah yang dapat dilakukan 
oleh umat Kristen Protestan sesuai 
dengan ajaran agamanya (Palilu & 
Totanan, 2022). Ross & McGee (2011) 
melakukan penelitian di Malaysia terkait 
pengaruh agama dan kepatuhan pajak. 
Hasilnya diketahui bahwa umat Protestan 
adalah yang paling patuh patuh terhadap 
perpajakan dan paling menentang 
tindakan penghindaran pajak. Mereka juga 
dipandang sebagai umat yang cenderung 
menghindari risiko (Shu et al., 2012). 
Umat Protestan lebih bersedia untuk 
berkonstribusi untuk kebaikan public 
dengan menghukum tindakan penipuan 
pajak secara sosial (Arruñada, 2010). 
 Keyakinan terhadap Hukum 
Menabur dan Menuai yang mungkin 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak 
karena hukum ini tetap dijunjung tinggi 
oleh umat Kristen Protestan dan Kristen 
Katolik. Apalagi Hukum Tabur Tuai juga 
memiliki esensi yang hampir mirip dengan 
Hukum Karma yang dianut oleh 
masyarakat non-Kristen dan Kristen 
Katolik. Orang yang menjunjung tinggi 
Hukum Menabur dan Menuai akan 
berperilaku baik dan mematuhi aturan 
perpajakan, dengan harapan hal-hal yang 
baik juga akan kembali kepadanya. Jika 
seseorang yang mentaati Hukum Menabur 
Menuai melakukan ketidakpatuhan 
terhadap pajak, seperti sengaja tidak 
melakukan perhitungan pajak dan 
kejahatan perpajakan lainnya, maka 
menurut kepercayaan Tabur Tuai akan 

terjadi hal yang buruk terhadap seseorang 
atas perbuatan buruknya (Widuri et al., 
2020). Salah satu faktor yang diyakini 
memiliki pengaruh kuat terhadap 
peningkatan moral pajak pada umat 
Katolik dan Protestan adalah kehadiran di 
gereja. Pembayar pajak di Republik Ceko 
lebih termotivasi untuk melaksanakan 
kewajiban pajaknya karena adanya 
pengaruh kepercayaan religiusitas 
mereka, dibandingkan kepercayaan 
mereka kepada pemerintah setempat 
(Strielkowski & Čábelková, 2015).   
 Penelitian Kanniainen & 
Pääkkönen (2010) meneliti literatur Katolik 
dan Protestan berdasarkan data dari 
World Values Surveys (WVS) dalam 
rentang tahun 1979 sampai tahun 2005 
mengenai moral pajak serta penghindaran 
pajak. Negara-negara yang diamati secara 
alami membentuk kelompok Katolik 
Selatan dan Protestan Utara. Terdapat 
beberapa temuan dalam studinya, salah 
satunya menyebutkan bahwa tidak 
terdapat bukti untuk mendukung 
pandangan bahwa moral pajak antara 
kelompok Katolik Selatan dan Protestan 
berbeda. Walaupun demikian, secara 
khusus dijelaskan bahwa umat Protestan 
lebih cenderung menganut nilai-nilai ketat 
mereka dibandingkan umat Katolik, namun 
tidak disebutkan apakah nilai-nilai tersebut 
merujuk pada kepatuhan pajak. Sejalan 
dengan penelitian yang menyatakan 
bahwa negara-negara dengan persentase 
umat Protestan dan Katolik yang tinggi 
tidak memiliki pola yang berbeda 
mengenai penggelapan pajak, walaupun 
tindakan penggelapan pajak memang 
kurang umum dilakukan oleh negara-
negara yang umatnya tergolong religius 
(Fergusson et al., 2017).  
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan kajian di atas dapat 
disimpulkan bahwa terdapat temuan yang 
berbeda-beda mengenai hubungan antara 
religiusitas, agama, dan kepatuhan pajak. 
Beberapa di antaranya beranggapan 
bahwa agama dan religiusitas 
mempengaruhi kepatuhan pajak, 
sedangkan sebagian lainnya menyatakan 
hal yang sebaliknya. Sebagian besar 
agama mengajarkan umatnya untuk patuh 
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terhadap perpajakan sebagai wujud rasa 
tanggungjawab kepada pemerintah dan 
kepada sesama, namun di sisi lain tidak 
semua memiliki sudut pandang yang 
serupa. Terdapat beberapa asumsi yang 
menyatakan bahwa tindakan 
penghindaran atau penggelapan pajak 
dapat dibenarkan dalam situasi-situasi 
tertentu. Terdapat keterbatasan dalam 
penelitian ini yaitu masih sedikitnya 

literatur yang digunakan untuk mengulas 
lebih dalam mengenai sudut pandang 
agama Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan 
Protestan mengenai kepatuhan pajak. 
Peneliti selanjutnya dapat memperluas 
sudut pandang agama lain, khususnya di 
Indonesia yang tidak dibahas dalam 
penelitian ini seperti Konghucu.  
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